PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama
. Jabatan
NHK

. Tempat & Tanggal Lahir

90093

o osowN

. Alamat Kantor
PUSAT
6. Tanggal Pelaporan

ll. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH & BANGUNAN)
B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI

DAN MESIN LAINNYA

1. Motor, merk HONDA SUPRA
X, tahun pembuatan 2003,
yang berasal dari HASIL
SENDIRI, perolehan tahun
2003

2. Motor, merk YAMAHA MIO,
tahun pembuatan 2009, yang
berasal dari HASIL SENDIRI,
perolehan tahun 2009

3. Mobil, merk MITSUBISHI
LANCER, tahun pembuatan
2003, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan
tahun 2009

4. Motor, merk YAMAHA
V-IXION, tahun pembuatan
2014, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan
tahun 2014 (Penambahan
Data Baru)

b. PETERNAKAN,

PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA

¢. HARTA BERGERAK
LAINNYA

1. BENDA BERGERAK
LAINNYA, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perolehan
tahun 2012

C. SURAT BERHARGA

D. GIRO DAN SETARA KAS

LAINNYA
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI

E. PIUTANG

- TRIYONO EDY BUDHIARTO, S.H.
: PANITERA - MUDA | - KEPANITERAAN

Status Laporan

: UJUNG PANDANG, 20 Cesember 1961
:JIl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6, JAKARTA

: 7 Desember 2012, 4 Nopember 2014

7 Desember 2012

4 Nopember 2014

Rp.

. Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

125.450.000

5.500.000

7.950.000

112.000.000

34.216.000

34.216.000

22.732.679

22733679

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

148.450.000

.5.500.000

7.950.000

112.000.000

23.000.000

34.216.000

34.216.000

22.733.679

22733.679

TOTAL HARTA (ll)

Il. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (Il
-1)

MENGETAHUI,

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
- DEPUTI

\5@0/

PAHALA NAINGGOLAN

Rp.

Rp.

182.399.679| Rp. 205.399.679

182,398.679 | Rp. ' 205.399.679

Jakarta, 19 Oktober 2015

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
PEMERIKSAAN LHKPN
PLH. DIREKTUR

gt

RIKA KRISDIANAWATI

NHK 90993

Rinclan harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negaré dan fidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa

harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.



